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PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA
PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015,
tanggal 20 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk meningkatkan kapasitas modal Lem-
baga Pembiayaan Ekspor Indonesia guna mendu-
kung program ekspor nasional, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No-
mor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-

dang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 ten-
tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Per-
aturan Pemerintah tentang Penambahan Penyer-
taan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam
Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat :

-

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);




3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5593} se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAH-
AN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK iNDO-
NESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR-INDONESIA.

Pasal 1 ‘

Negara Republik Indonesia melakukan penam-
bahan ‘penyertaan modal Negara ke dalam modat
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

! Pasal 2 ]
{1) Penambahan penyertaan modal Negara seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah}.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015
MENTER{ HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 -NOMOR 196

{ BN |

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

(Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 32 Tahun 2015, tanggal 7 Juli 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Menimbang :

Bahwa untuk mendukung implementasi Per-
aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-
an Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaf-

taran Dan Pembayaran luran Bagi Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja,
maka periu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara
Pendaftaran Dan Pembayaran luran Bagi Peserta Pe-
kerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pe-
kerja dengan Peraturan Direksi;

Mengingat :

Brippas ity 20 300 R




